DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memerlksa dan mengadill perkara perriohonan Hak Uji Materiit pada
tingkat pertama dan teralhir techadap "Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
1481 Tentang Pelaksanasn Pensttivan Perjudian Sebagal Peraturan
Peiaksana Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban
F’erjudtan telah mengambnl putusan sebaga berikut dalam perkara |
PT. WISATA HIBURIA, berkedudukan di Bifitan Utara,
suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Intonesia, veralamat Kantor di Jl.
Panglima Pattar, Lagai, Bintan, Keépulauan Riau, dalam
Kal ini diwakili oleh : YEQOM CHENG LEE (GARY
YEOH), selaku Direktur Utama perseroan tersebut yang
telah memilih domisiii hukum di Kantor kuasanya
FRANCISCA ROMANA & REKAN, beratamat di Kantor
Kavilig DKI Blok 151A No. 32, Meruya, Kembangan,
Jekarta Barat, selanjutnya diseb ut sebagai Pemohon ;
melawan:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya
disebut sebagai Termohon ;
Mahkamah Agung tersebut |
Membaca Surat-surat yang bersangkutan |
TENTANG DUDUK PERKARA :
Menimbang, bahwa Permohon dengan surat permohonannya
tertanggal 5 Juni 2008 yang ditérima 4i Kepaniteraan Mahkamah Agung
pada tanggal 23 Juni 2008 dan di register dengan Nofor ! 25
B/HUM/2008, telah mehgajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil
dengan dalii-dalil yang pata pokoknya sebagai berikut .
| Bahwas dasar hukum permohonan keberatan hak uji materill atas
berlakunya PP No. § Tahun 1981 yang diajukan oleh Pefnohon adalah :
1. Ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1845 dan
Perubahannya ("UUD 1945") {Lampiran §] ;
(1) Mahkamah Agung berwsenang mengadili pada tingkat kasasi,
mengufi peraturan perundang-undangan di bawah undeng-
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phdang lethadap undang-undeng dan mempunysi wewenang
fainnyd yang diberiken oleh undang-undang, *

). Pasal 31 dan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan
ditambah dergan Undapg-Undang No, 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung (UU No. 5 Tahun 2004) [Lampiran 6], yang menyatakan :
Pasal 31.UU No. 5 Tahun 2004 :

(1) Mahkamah Agung mempunyai weweénang menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang ;

(2) Mahkamah Agunyg menyatakan lidak sah peraturan
perundangundangan di bawah undang-undang atas slasan
ﬁertentaﬁga'n dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih  tinggi atau pembeniukkannya tidak memenuhi
keatentuan yang berlaku,

(3) Putusan mengenal tidak sahnya persturan perundang-
undangan seba‘gaimah-a dimaksud dalam ayat (2) dapat
diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat
kasasi maupun berdasarksn permohonan langsung pada
Mahkamah Agung ;

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyalakan tidak sah
sebagaimana dimaksud pada ayatl (3) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat ;

(5) ..dstnya.

Pasal 31 A UU No. § Tahun 2004:

(1) Permohonan pengujian peraturan perundangan-undangan di
bawsh undang-undang terhadap undang-undang digjukan
langsung oleh pemohon afau kuasanya kepada Mshkamah
Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonasia.

. Pasal 11 ayat 2 b, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman {"UU No. 4 Tahun 2004") beserta

penjelesannya [Lamplran 7], yang menyatakan ;

"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk mengajukan

peraturan perundang-undangan dl bawah ini undang-undang”

Penjelasan huruf b ;
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Kelsntuan ini mengatur tentang Hak Uji Mahkemah Agung
terhadap peraluran perundang-undanan yang febih rendah dari
uhgeng-undang . Hak Ujl tersebut dapat dilakukan baik lerhadap
maleri muatan aysl, pssal dan/stay bagien dar peraluran
perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan
ﬁgrﬁmd&ngén-uné’angan- yang ledin tinggi -maupun terhadap
pembentukan peraturan peruntang-undangan térsebut.™

4. PasalA ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1
Tahun 2004 [Lampiran 8], yang menyatakan .

Dalarn Peraturan Mahkameh Agung ini, yang dimaksud dengan
1) Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai
materi muatan perafuran perundang-undangan di bawah Undang-
Undang lerhadsp peraturan perundang-undangan yang febih
tinggi.
Adanya Ketentuan hukurn yang febih tinggi daripada PERMA No.
1 Tahun 2004, sehingga permohonan Hak uji Materiil atas
berlakunya PP No, 8 Tahun 1981 dapat diterima dan dikabulkan |
I. Bahwa tardapat undang-undang lebih tinggi daripada PERMA No. 1

TAMUN 2004 sehingga permohonan keberatan hak uji materiil a quo

dapat dikabulkan, yaitu :

1. Bahwa dalam Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun é004 telah diatur tentang
ketentuan umum tentang Hak Uji Materill dan tata cara pengajuan
permohonan keberatan hak uji materiil tentang belakunya suatu
peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggl dapat diajukan ke Mahkarnah
Agung dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh hafi) sejak
berlakunya peraturan perunhdang-undangan yang bersargkutan (Pasal
2

2. Bahwa apabila ditinjau secara formil permohonan keberatan ini telah
tidak metnenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahunh 2004
karena obyek permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON
adalah _F_’P ‘N_g. IQ Tahun 1981 beserta penjalasannxa yang teiah
diberiakukan sej'ak tangaal 28 Maret 1981, sehingga tenqgang waktu
180 (seratus delapan puluh hari) telah terlewati, namun demikian
PEMOMON mohon dengan sangat dan hormat kepada Majelis Hakim
Agung yang akan memeriksa dan mengadili permohonan keberatan
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{1

Nak ji materil a quo kiranya ‘berkenan untuk mengesampingkan
Katettuar Pasal 2 ayat (4) PERMA No: 1 Tahun 2004 tersebut dengan
meérmperhatikan Ketentudn undana-undahg yang lebih tinggl yaitu
keterituan Passl 24 A ayat (1) UUD 19845 Jo. Pasal 31 dan 31A
UU No. 5 Tahun 2004 dan Pasal 11 ayat 2b UU No. 4 Tahun 2004
beserta penjelasannya |

3. Terlébih lagl bak dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1845 maupun dalam

Pasal 31 dan 31 A UU No. § Tahtin 2004 tidak mengatur secara tegas
tenggang waktu untuk pengajuan permohonan hak uji materiil dari
PEMOHON kepada Mahkamah Agung R ;

4. Bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh

PEMOMHON, selain mengajukan permohonan keberatan a quo ;

5. Bahwa apabila permohonan keberatan a quo ditolak hanya karena
alasan formil yang menyangkut tenggang wakiu maka materi yang
diajukan keberatan oleh Pemohon tidak dapat diperiksa dan tidak akan
ada kepastian hukum bagi Pemohon sementara itu tujuan Pemohon
rhehgajukan permohonan keberatan a quo adalah untuk memperoleh
kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif khususnya bagi
usaha Pemohon dalam wilayah negara Republik Indonesia bukan
untuk fasyarakat lainnya ;

6. Bahwa sélain alasan yang berdasarkan hukum, Pemohon juga
telah memperaleh rekomendasi dari instansi yang befwenang cq.
Bupati Bintan pada bulan April 2008 dan mengenai hal ini
Pemohon manguratkannya pada angka V tersebut di bawah ini ;

Bahwa sebélum Pemohon mengemukakan analisa atas berbagai

aspek, seperti aspek penyusunan, permbuatan  Peératuran

Pemerintah, aspek materi muatan/substansi, aspek sosial dan lain-

lain sebagai akibat yang timbul atau ditimbulkan atas adanya PP No.

8 Tahun 1981, terlebih dahulu Pemohon akan menguraikan

ringkasan isi dari PP No. 8 Tahun 1981, UU No. 7 Tahun 1874 dan

peraturan terkait sebagai berikut :

1. PP No. 9 Tahun 1981 dan penjelasannya :

a. Pada tanggal 14 Maret 1981, Presiden telah menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1981 tentang
Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Peraturan Pemerintah
tersebut ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan davi
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Peneniban

Periudian,

b. Apabila ditinjau dari konsiderans kedua peraturan perundang-
undangan tersebut terlihat adanya hubungan yang saling
berksitan dah berkelanjutan, oleh karens ' keduanya
thenyatakan perlunya melakukan pembatasan perjudian
s‘&-mbai tingkungan sekecil-keciinya, untuk menuju pada
pen-g_bap-usa:n sém‘a sekali masalah perjudian di seluruh
Indonesia, Aken tetapi alasan terakhir tentang perlunya
dit‘eté_pkan Pearaturan Pemerintah  tentang Pelaksanan
Peanertiban Pérjudian yang termuat dalam konsiderans huruf ¢
sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Undang-
Undang nomcr 7 Tahun 1974, serta ketentuan dalam Pasal-
Pasainya.

¢. Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1981 beserta Panjelasannya :

Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1881 menyatakan :

(1) Pembetian izin penyelenggarsan segala bentuk dan jenis pefjudian
dilarang, baik perudian yang diselenggarakan di Kasino,
diterpal-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan
alasan-alasan lain ;

(2 izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan,

| dinyatékén dicabut dan tidak berfaku'!agi sejak tanggal 31
Maret 1981, ‘

Penjelasan Pasal 1 PP No, 9 Tahun 1881 menyatakan :

*lzin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini

baik yang diberikan Permerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing”.

Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1981 menryatakan :

"Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin

perjudian yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini

akan diatur tersendiri”;
2. UU No., 7 Tahun 1974

a. Bahwa konsiderans yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 1974
merumuskan bahwa, alasan pembentukan Undang-Undang
tersebut adalah untuk melakukan pembatasan dan penertiban
terhadap perjudian karena merupakan tindakan yang pada
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hakekatnya bertentangan dengan Agama, Késusliagn dan Moral

alasén tergebut kemudian juga dijadikan landasan untuk

merberikan  sanksi yang. lshih berat dalam peraturan

perundangundangan yang mengatur tentang perjudian terutama

Pasal 303 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 542 ayat (1) dan (2)

Kitab Undang-Undang Mukum Pidana ;

b. Pasal-Pasal dalam Undanmg-undang Nomor 7 Tahun 1974
tertang Penertivan: Perjudian, dirurmuskan pula tiga pasal utama
yang Sesual dengan alasan-alasan yang termuat dalam
Konsiderans , yaitu : .

Pasal 1 . yang menyatakan bahwa semua tindak pidana
pefjudian adalah kejahatan.

Pasal 2 | : _é(ang menetapkan perubahan (penambahan)
sanksi pidana bagi penyelenggaraan Pasal 303
ayat (1) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana,

Pasal 3 :yang menyatakan perlunya Pemerintah untuk
membentuk peraturan perundang-undangan yang
mengatur tenfang penetiban perjudian.

c. Dengan rumusan dalam Pasal 2 tersébut dapat disimpulkan
bahwa Undang-undang nomor 7 Tahun 1874 tentang Penertiban
Perjudian merupakan peraturan yang mempunyai materi muatan
yang sama dengan Pasal 303 dan Pasal 303bis Kitab Undang-
undang Hukum Pidana;

3. KUHpidana (Lampiran 9)

Pasal 542 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Pasal 542 ayat (1) ke-1

menyatakan :.

"barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang

diadakan deng‘én melanggar ketentuan-ketentuan tersebut

Pasal 303."

Pasal 542 ayat (1) ke-2 menyatakan :

‘barang siapa ikut serta dalem perrnainan judi yang diadaksn di

Jalen umum atau dipinggirnys maupun ditempat yang dapat

dimasuki oléh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan

itu, ada fzin darf penguass yeng berwenang.”
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Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentsng Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (WU No. 10 Tahun 2004
[Lampiran 10,

é-. bahwa: pembantikan peraturan perundang-undangan merupakan
salah salu syarat dalam rangka pembangunan. hukum nasional
yang hanya dapat terwujud apabila dengan cara dan metode
yang bakudan pastidan standard yang mengikat sermualembaga
yang betwenang tmembust peraturan perundangan ;

b, bahwa selama Ini ketentugn yang berkaitan dengan pembentukan
peraturan perundang-undangan terdapat beberapa peraturan
yang sudah tidek sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan
Republik Indonegsia ;

c. bahwa kétentuan yang mengatur Peraturan Pemerintah terdapat
pada Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2004, yang
menyatakan
Pasal i ayat (5)

"Peraturan Pemenntah adalah peraluran perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.”

Pasal 10 dan penjelasannya

"bahwa maleri muaten Peraturan Pemerintah berisi  maleri  untuk
menjalankan UU sebagaimana mestinys.”

Penjelasan

"Sebagaimana mestinya edalah maten muatan yeng dlatur dalam
Psraturan Pemaennitah tidak boleh menyimpang dari maler yang
oistur dalam Undang-Undang yeng bersangkutan.”

5. Undang-undang No. 32 Tahuh 2004 bentang Pemerintah Daerah (UU
No. 32 Tahuri 2004) (Lampiran 11) ;

a. Dalany rangka penyelenggaragh pemerintah daerah seésuai
dengan amanat UUD 1945, pemerintah dagrah yang mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesgjahtaraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan
dan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam negara
késatuan Republik Indonesia.
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b. Permesniah Dasrah adalah penyelenggaragn urugan pemerintahan
oleh Pemmstintah Daerah dan DPRD menudit azas otonomi dan
tigas pembantuan dengan prinsip clonomi seluss-luasnya dalam
sistémn  dan prinsip  negara  kesatUan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud delam Undang-Undang Daser Negara
Kepublik Indonesia Tahun 1945, (Pasal 1 ayat (2) UU No. 32
Tahun 2004).

c. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah
untuk  KabupatenfKota merupakan urusan yang berskala
Kabupaten/Kota meliputi antara fain pelayanan administrasi
‘penanaman modal.

d. Urusan pemetintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
rmeningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekRasah dan potensi daerah yang bersangkutan.

e. Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata
ada" dalam ketentuan ini sesual dengan kondisi, kekhasan dan
potensi yang dimiliki antara lgih pertambangan, perikanan,
perkébunan, kehutanan dan pariwisata."

IV. Pernohon telah memperoleh berbagai arahan, pernyataan, pendapat dan
rekormendasi yang erat kaitannya dengan permchonan keberatah hak uji
materii! atas berlakunya PP No. @ Tahun 1981, yaitu :

1. Surat Bupati Bintan No. 550/UM/S22 tertanggal 17 April 2008

{Lampiran 12].

Bupati Bintan selaku penguasa daerah setempat berdasarkan UU No.

32 Tahun 2004 sebagaimana tersebut dalam point (L5 di atas telah

mengeluarkan surat fin atas bidang usaha khususnya hiburan yang

akan dibuka oleh Pemohon. Dan Surat Bupati tersebut adalah
merupakan surat pemyataan atas tetap berlakunya Keputusan Bupati

Kepulauan Riau yang sudah diberikan kepada Pemohon sebelumnya

dan sebagaimana akan diuraikan oleh Pemohon di bawah ini.

2. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Riau No, 88//2004, tertanggal 4

Mei 2004 [Lampiran 13).

Bahwa wila-ya'h kekuasaan Bupati Kepulauan Riau saat itu adalah

meliputi Bintan, dan atas permohonan ijin atas usaha yang akan
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dilakukan oleh Permohon Bupati sebagai penguass daerah yang
werwnang tefah mengeluarkanijin usaha telap-atas usaha pariwisata.
 suret Reputusan Bupati Kepuiaisan Riau No. 192/VI2004, tertanggal

18 Juli 2004 [Lampiran 14],

a. bahwa tujuan Pemohon: membuka usshanya antara lain adalah
usaha untuk mampercepat keuntungan di bidang pariwisata yang
koiripetitif dengan negara-negara tetangga yang telah mempunyal
usatia kasino (Melaysia, Macau dan Australia) juga negara-
negara lain yang akan mettibuka kasino (Singapura, Korea
Selatan dan Thailand) dan juga mengurangi kemerosotan valuta
asing dan mengalimya dana yang berasal dari perjudian legal di
Indonesia ke negara-nsgara tetangga sepérti Malaysia, Macau,
Australia dan Singapura,

b. bakwa usaha hiburan tersebut hanya diperuntukkan untuk para
wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Bintan.

¢. bahwa atas tujuan dan usaha yang akan dilakukan oleh Pemohon
tersebut Bupati Kepulauan Riau pada saat itu telah mengeluarkan
Surat ljin Tetap Usaha Wisata International.

_ Surat izin usaha kepariwisataan No. 02/PARN/2004, tertanggal 4

Mei 2004 [Lampiran 15).

Dinas Pariwisata sebagal instansi terkait atas bidang usaha
akomodasi, rekreasi restoran dan hiburan yang akan dibuka cleh
Pernohon tetah memberikan Surat ljin Kepariwisataan tersebut di
atas.

. Surat Rekomendasi dari Kernenterian Kebudayaan Dan Parlwisata

No. HK.505/2/23/DPT/2/23/DPT.IV/IKKP/04, téftanggal 15 April 2004

[Lampiran 16]. '

5. Bahwa menurut Kementérian Kebudayaan dan Pariwisata, usaha
pariwisata, akomodasi dan hiburan yang akan dibuka oleh
Permohon akan berdampak positif bak di tingkat daerah maupun
nasional antara lain peningkatan lapangan keéra darn berusaha
bagi masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah.

b. Bahwa untuk itu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
mendukung usaha pariwisata dan hiburan yang akan dibuka oleh
Pernohon.
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5. Surst Rekorendasi dari Badan Intelijen Negara (BIN) No. K-
5712004, teftanggal 27 Februari 2004 [Lampiran 17],

Bahwa usaha pariwisata dan hibutan yang akanh dibuka oleh

Pemohon tidak menimbuikan Kerawanan sosial tapi justru sebalikhya

pengembangan partwisata dan hiburan eksklusif tersebut akan

bertiatpak positif . Untuk itu BIN telah mengeluarkan rekomendasi
sebagai wujud dukungan atas usaha yang aken dilakukan oleh

Pamonon,

7. Surat 1zin darl Markas Besar Kepolisian Negara Repubiik Indonesia
aq. Badan Inteljen Keamanan No. Pol. : SHYANMIN/ 741/X1/2004/
BAINTELKAM, tertanggal 9 Nopernber 2004 [LLampiran 18).

a, Bahwa menurut Mabes Polri kegiatan (bidang usaha) yang akan
dilakukan olet Pemohon dipandang tidak bertentangan dengan
kebijaksanaan pernsrintah pusat pada umumnya serta kebijakan
parmeriniah daerah pada khususaya.

b, Bahwa kegiatan yang akan dilakukan tidak akan menimbulkan
kerawanan kearanan ketgtiban fhasyarakat,

8. Surat Telaah atas PP No. 8 Tahun 1681 dari Ibu Maria Farida Indriati
S dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia [Lampiran 19).

a. Bahwa menurut Ibu Maria Farida, dalam pelaksanaan sistem
perundang-undangan yang berlaku !erdapat beberapa asas
hukurh yang biasanya diterapkan apabila terjadi permasalahan,
Dalam permsalahan keberlakuan PP No. & Tahun 1981 maka
asas yang berlaku adalsh peraturan yang lebih tinggi
rmengasampingkan peraturan yang fabth rendah {(lax supérlori
derigate lex imperiori),

b. Bahwa apabiia terjadi pertentangan antara PP No. 9 Tahun 1981
dengan UU No. 7 Tahun 1874 atau Undang-undang yang lainnya
maka yang harus diiaksanakan adalah undang-undangnya dan
oleh karenanya Peraturan Pemerintah tersebut menjadi tidak
berlaku lagi.

¢. Bahwa oleh karena ada pelanggaran terhadap asas-asas hukum
tersebut seringkali tidak dapat dikenakan suatu sanksi maka
upaya hukum atas permasalahan tersebut dapar digjukan
permohonan keberatan hak uji materil ke Mahkamah Agung
berdasarkan ketentuah Pasal 24 A UUD 1945,
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V. Peiotun akan rmenguralkan berbagai aspek, seperti aspek pehyusunan
pembuatan Persturan Pemedntah, agpék materi muatanisubstansi, aspek
ggsi_;ag gan lsin-lain sebagai akibat yang timbuyl atau ditimpulkan atas
adatya P No. 9 Tanun 1981 sébagal berikut :

1, Pada tanggal 14 Maret 1984, Presiden telah menstapkan Peraturan
ﬁemesiht’a?h Namor § Tahun 1881 tentang Pelaksanaan Penertiban
Perjudian. Peraturan  Pemerintah tarsebut  ditetapkan  sebagai
pataturan pelaksanaan darl Unidang-Undang Nemor 7 Tahur 1674
\efitang Penertiban Perjudian.

2. Apabila ditinjau dafi kohsiderans Kedua peraturan perundeng-
undangan tersebut terlinat adahya hubungan yang saling berkaitan
dan bérkelanjutan, oleh karena keduanya menyatakan periunya
melakukan pembatasan perjudian sarmpai lingkungan sekeciikeciinya,
uktuk menuju pada penghapusan sama sekali masalah perudian d
saluruh Ihdonesia. Akan tetapi alasah terakhir tentang perlunya
ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban
Perjudian yang termuat dalam konsiderans huruf ¢ sangat
bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Undang-undang nomor
7 Tahun 1974, serta ketentuan dalam Pasal-pasalnya.

3, Bahwa tujuan Pemerintah menerbitkan PP No. 9 Tahun 1981 adalah
sebagai Peraturan Pemerintah pelaksana dari UU No. 7 Tahun 1974,
nal ini sebagaimana temyata dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 7 Tahun
1974 tersebut di atas, namun ternyata PP No. 9 Tahun 1981 besena
penjgladanhya sangat bertentangan (kontradiktif) dengan UU No. 7
Tahun 1974 dan Pasal 542 KUMPidana [Pasal 303 bis] ayat (1) ke-2 ;

4. Bahwa perentangan nyata antara UU No. 7 Tahun 1974, Pasal 542
KUMPiddna [303 bis] ayat (1) ke-2 dengan Pasal 1 ayat (1) PP No.
Tahun 1981 beserta penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1674 hanya mengubah jumiah
hukurhah dan denda yang ada di dalam Pasal 303 ayat (1), Pasal
842 ayat (1) dan (2) KUHPidana dan merubah sebutan Pasal 542
KUmpidana menjadi 303 bis |
Pasal 542 [303 bis} terutama Pasal 542 ayat 1 ke-2, rhenyatakan :
"barang siape lkut serta dalam permainan judi yang diadakan
di Jalan umum atau dipinggirnys maupun ditémpat yang
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depat dimasuki oleh khaleysk umum, ketcusll jika untuk
mengadakan iy, ads izin deri panguasd yang berwenang'.
. Sedangkan Pagal 1 dyat (1) PP No. 9 Tahun 1981 beserta
penjelasannyd justru menyatakan
(1), Pemberian izin penyslenggarasn segala bentuk dan
jenis  perjudian  ditarang,  baik  perjudien  yang
diseleriggarakan di Kasino, ditempaltempat keramaian,
maupun yang dikaitkan derigan alasan elasan lain.
Penjelasan Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1981
"zin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat
ini balk yang diberiken Pemerintah Pusat maupun
Parmerintah Daerah sesuai dengan kewsnangan masing-
masing.”
¢. Padahal Pasal 3 PP No. 8 Tahun 1981 justru menyatakan :
"Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin
perjudian yang belum diatur didalam Peératuran Pemerintah
ini akan diatur tersendiri, |
. Disarping itu apabila diperbandingkan rumusan Konsiderans PP
No. 9 tahun 1881 khususnya huruf b dan ¢ dengan hakekat yang
terkandungj dalam UU No. 7 Tahun 1974 terdapat perbedaan yang
prinsipil.
. daiam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1974 secara tegas
talah ditetapkan : "Bahwa Pemerintah mengatur penertiban
perjudian sesuel dengan fiwa UU ini, yang peélaksanaannys
dilakukan dengan pembeniukan peraturan perundeang-
undangen ;
sedangkan dalam huruf b dan ¢ PP Ne. 9 Tahuh 1881 menyatakan .
"bahwe telah pada saalnya untuk melakukan penghapusan
perudian, sehingga unluk melaksanakan UU No. 7 Tahun 1974
pérly 'menetapkan Peraluran Pemerintah unluk melarang
pemberian izin penyelenggaraan penudian ;
. dalam rumusan dalam Pasal-pasal PP No. 8 Tahun 1881 terdapat
suatu makna dan hakekat yang berbeda dengan Pasal-Pasal yang
dirumuskan dalam UU No. 7 Tahun 1974, bahkan sangat bertolak
beiakang .
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H, ruiugan Pasal 1 yang ményatakan bahwa pefmbearian  izin
'_penge;ih;}h’ig‘-gfaraan; gegala bentuk dan jenis ‘perudian ditarang baik
parjudtan yang diselenggarakan dikasiho, ditempat-tempat
.ké;{ama‘ian. maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain dan
pentab'uta-n atas izin perjudian yang sudah diberikan sejak tanggal
31 Marst 1981 adalah berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 7
Tahun 1974 yang merupakan UU yang dilaksanakan oleh PP No.
9 Tahun 1981;

| sahkwa adalah tepat dan benar apabila materl muatan yang
dirurnuskan dalam dalam Peraturan Bernerintah cq. PP No. 9
Tahun 1981 tidak fnengatur hal-hal yang menyimpang dari materi
muatan yang diatur dalam UU yang dilaksanakan cq. UU No. 7
Tahun 1974 ;

j, namun temyata materi muatan PP No. 8 Tahun 1981 tersebut
talah menyimpang dari materi yang ada di UU No. 7 Tahun 1974

. Dasar klgyygna;r.\gian Permeriniah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

adalah UUD 1045, Pasal § ayat (2) UUD 1845, yang menyatakan :

“Presidsn menetapkan Peraluran Pemerintah untuk menjalankan

undang-undang sebagaimana mestinya. y

. Apabila dilihat dari fungsinya Peraturan Pemerintah merupakan

paraturan untuk menyelenggarakan lebih lanjut atas ketentuan datam

Undang-Undang yang tegas-legas menyebutnya dan juga tidak

sacara tegas-tegas menysbutnya |

 Bahwa perumusan ketentuan yang tidak tepat dalam PP No. g Tahun

1681 dilandasi oleh Pasal 3 dan 4 UU No. 7 Tahun 1974, yang

kemungkinan_ keliry dalam pendelegasiannya atau pula disebabkan

pemahaman yang ketiru terhadap sistem perundang-undangan yang
perlaku di Negara Republik indonesia sesuai dengan UUD 1945 yang
dilakukan olek pembuat PP No. g Tahun 1981 pada saat itu

 Bahwa seharusnya materi muatan yang diatur datam Peraturan

bamerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam

Undang-u_ndang yang bersangkutan. (Pasal 10 WU No. 10 Tahun

2004 b'ese'ﬁ:amﬁ'enjelasannya) namun ternyata PP No. 8 Tahun 1981

muatannya  telah  menyimpang dari Undang-undang yang

dilaksanakannya.
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4 apabila dififjau dart berbagal aspek baik aspek yuridis maupun
9? tiﬁ ﬁ ’Fahun 198% lah%r setglah hampir 7 tahiun
U NG, ° caandkan, yang pada akhirya sangat tidak
eiéktif karsana Justey haﬂeMaﬂgan dangan undamg -undang yang akan
difaksanakannya dan yndang-undang yang lain ;

10.Bahwa Pératuran Pémerntah adalah suatu peraturan perundang-

undarigan yahg bersifat delegasi dari undang-undang yang akan
diisksanakannya, sehingga keberadaannya selalu terkat pada
Undang-undang yang dilaksanakannya disamping itu Peraturan
Pamerintah dibentuk agar ketentuan dalam undang-undang dapat
dijalankan sebagaimana mestinya.

VI, Bahwa berdasarkan ringkasan peraturan perundang-undangan, arahan,

komentar dan pendapat tersebul di atas, maka Pemohon sampaikan
kornentar dan pendapat sebagai berikut ;
1. Bahwa tujuan permohonan keberatan hak uji materil aquo diajukan

adalah demi adanya kepastian hukum dan iklim berusaha: yang
kohdusif bagi Pemohon. Karena tanpa adanya kepastian hukum bagi
usaha Pemohon maka Pemohon akan tnengalihkan investasi
usahanya diluar neger, yang tentunya secara ekonomi  akan
tnerugikan tenaga kerja dan pendapatan regional dan nasional.

2. Bahwa sebagaimana telah Pemashon uraikan di atas Pemohon telah

memperoteh rakomendasi atas bidang pariwisata dan hiburan terpadu
dari berbagai instansi pemerintahan yang berwenang, Penguasa yang
berwenang di Pemerintah Dasrah cq. Bupati Bintan dan Bupati
"'Kepuiauan Riau atas dasar UU No. 32 Tahun 2004 sehingga oleh
karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 542 [303 bis ] terutama
Pasal 542 ayat 1 ke-2 , menyatakan .

"barang slepa ikuyt serta dalam permainan judi yang diadakan di
jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat
d:masukr eleh kha!ayak umum, kecuali ,uka untuk mengadaken

. Bahwa Pemohbn adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan yang
didirkan berdasarkan hukum negara Republk Indonesia, yang
mempunyai bidang usaha antara (ain : Jasa akormodasi (hotel) dan jasa
rekreas! (hiburan) termasuk di dalamnya permainan ketangkasan dan
hiburan,
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Untuk: Merjalinkan bidang usahanya tersebut Pemohon telah
menyetorkan modal dasar sebesar Rp. §5.750:000.000,- (ima puluh lima
miliar tujuh ratus fima puluh juta rupiah) ;

dan utuk menjalankan bidang usahianya sebagaimana tersebut diatas,

Pefnohon teldh memperolel izin-izin dar instansi resmi terkait yang

perwenang, yaknt :

a. Surat Iéérse.tujuan dari Badan Koordinast Penanaman Modal (BKPM)
No. 26NVIPMA/2004, tertaniggal 1 April 2004 [Lampiran 20 ;

b, Surat Persetujuan dari BKPM No. 78/BUAG2004, tertanggai 27 A.pil
2004 [L.ampiran 21];

¢ Surst Persetujuan dari BKPM No. 872/B,1/A.6/2004, tertanggall 12
Nopember 2004 [Larnpiran 22] ;

, Bahwa tujuan Pemohon membuka usaha dalam wilayah Indonesia

adalah memberikan hiburan khusus bagi warga negara asing (WNA)

dalam hall ini adalah para wisatawan asing yang berada di wilayah

Bintan, Kepuiauan Riau bukan untuk masyarakat setempat atau

masyarakat IndoneSta pada umumnya. Sehingga usaha Pemohon tidak

akan membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat,
bafigsa Indonesia dan Negara Republk Indonesia serta tidak
bertentangan dengan jiwa (filosofi} dari UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No.

8 Tahun 1981 itu seridir |

Karena justry keberadaan Pemohon di dalam wilayah sebagaimana

tersebut di atas akan banyak memberikan manfaat antara lain yaitu :

&. sebiagai usaha untuk membantu pemerintah daerah dan ragional
dalarh hal penyediaan fasilitas untuk meridorong pembangunan di
bidang perekonomian ;

b. sebagal usaha untuk menyediakan sumber guna meningkatkan
keuntungan finansial kepada pemerintah daerah dan pusat melalui
pajak permainan dan pajak penghasilan :

¢c. sebagal usaha untuk membangkitkan dan menghasilkan pemutaran
di bidang usaha dan ketenagakefiaan dalam kaitannya dengan
sektor pariwisata seperti misalnya hotel, makanan, minuman dan

" hiburan 'j'L'x_'gé“dé'lafm kaitannya dengan transbértasi ;

d. sebagal usaha untuk mempercepat keuntungan di bidang pariwisata
yang kompetitif dengan negara-negara tetangga yang telah
mempunyai usaha kasino (Malaysia, Macau dan Australia) juga
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negara-negara lain yang akan memibuka kasino (Singapura, Korea
Shiatan dan Thalland)

e. Mangurangi Kemerosotan valuta asing dan mengalirfiya dana yang
tierasal dari periudian legal € Indonesia ke negara-negara tetangga
seperti Malaysia, Macau, Ausiralia dan Singapura ;

f, mengekang dan mengurangi sumber pembiayaan yang berasal dari
aktifitas lainnya ;

5. Terlebif lagi Permohon telah mempunyai ijin-iin resmi yang dikeluarkan
clek instansi resmi, penguasa berwenang yaitu Bupati Bintan dan
Kepulauan Riau sebagaimana tersebut diatas | -

6. Bahwa oleh karena masin ada ketentuan PP No. § Tahun 1981 yang
kemungkinan besar dapat menimbulkan permasalahan bukum bagi
usaha PEMOHON baik sekarang maupun pada masa yang akan
datang, yang tentunya dapat menyebabkan Pemohon tidak dapat
menjalankan salah satu bidang usahanya, xhususnya hiburan dan
permainah maka sampai dengan saat ini Pemohon belurn berani untuk
membuka usaha hiburan dimaksud ;

7. Bahwa apabila PP No, 9 Tahun 1981 telap diberiakukan maka akan
menimbulkan ketidakpastian hukum dimasyarakat karena Peraturan
Pemerintah tersebut justru bertentangan dengan Undang-undang yang
ssharusnya dilaksanakannya ;

8 Bahwa berdasarkan fakia hukum yanmg ada, sampal dengan surat
permohonan keberatan ini diajukannya oleh Perohon, belum ada
Peraturan Pemerintah yang diterbitkan sebagai realisasi dari
ketantuan Pasal 3 PP No. 8 tahun 1981 sebagaimana diuraikan di
atas, terlebih lagi Pasal 642 KUHPidana (303 bis) masih berlaku
hingga sampal saat ini ; '

9. Bahwa secara singkatnya PP No 9 Tahun 1888 lahir |
a. tidak melalui atau memperhatikan tata cara pembentukan

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidak-
tidaknya kelaziman yang ada.

b. tidak memperhatikan &asas-asas penyelenggaraan Negara
seperti asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas
akuntabilitas.
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. dapat dikatakan banwa kelahirannya manggambarkan sikap
arogan dari pemrskasanya dan bertentangan dengan
kétantuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.Bahwa seharusnya pemermtah di datam menerbitkan suatu

Paraturan Pamerintah cq. PP No. O Tahun 1981 tidak cukup

sekadar mendasarkan pada asas kemanfaatan atau kebutuhan

atau tujuan tertentu (asas dosimatigheid atau asas opportunitas,
tetapl juga sesual dengan prinsip supremasi hukum, sehingga

Pemerintah harus pula mempertimbangkan asas legalitas hukum

(asas recht rmatigheid), yaitu Beraturan Pemerintah yang

_bersangkutan secara formal maupun substansial tidak melanggar

asas-asas Kkaidah hukum yang mendasar ataupun tidak

pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya
atau tidak bertentangan dengan tidak melampaui melebihi
paraturan dasarnya |
11.Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas maka terbukti secara
nyata PP No. 9 Tahun 1881 telah bertentangan dengan undang-
undang yang lebth tinggt dan adalah berdasarkan hukum apabila
dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi |
Permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan Pemohon kepada
Mahkamah Agung adalah berdasarkan kewenangan sebagaifmana
ditetapkan dalam Undang-undan No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung dan PERMA No. 1 Tahun 2004. ,
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas (pendapat/rekomandasi,
komentar, keberatan dan pemyataan), kami mchon agar Mahkamah
Agung berdasarkan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam
Undang- undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang - Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkarhah Agung dan
PERMA No. 1 Tahun 2004, berkenan memeriksa permohonan
keberatan hak uji materiit PP No. 9 Tahun 1881 yang kami ajukan ini
dan memutuskan sebagai berikut :
1. Mensrima dan f'neng-abulkan seluruh permohonan keberatan hak
uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang terhadap undang-undang yang diajukan oleh Pemohon ;

Hal, 17 dari 23 hal, Put. No, 25P/HUM/2006



2. Menyatakan tidak sah dantidgak mempunyal kekuatan hukum lagi
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahuf' 1981 tentang Pelaksanaan
Penertiban Perjudiian beserta penjeiasannya’;

3. M;éﬁﬁéﬂmaﬁkam PemetintahiPrasiden untuk mencabut Peraturan
Periarintgh No. § Tahun 1881 tersebut ;

4. Menyatakan ijin-fin dari imansi resmi dan penguasa yang
berwenang yang telah diterima élen Pemohon adalgh telah
sesusi dengan undang-undang yang berlaku dan oleh karenanya
sah dan tetap berlaku ;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan keberatan
hak uji materiil aquo menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut oleh Mahkamah
Aguhg telah membeéritahukan kepada Termohon/Presiden RI. pada
tanggal 3 Juli 2006?. namun sampal sekarang tidak ada jawaban atau
tang'gaiéa-n déri 'Térmbho-n_ ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  per-
motionannya  Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai
herikut : ‘

1. Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2006 ;

2. Akta No. 2 tertanggal 3 Aprif 2004 dan Surat Keputusan dari Menteri

Hukum dan Mak Asasi Manusia, No. C.09911.HT.01.04. Tahun 2005,

tertanggal 13 April 2005 ;

Copy PP No. 9 Tahun 1981 ;

Copy UL No. 7 Tahun 1874 ;

Copy UUD 1845 Dan Perubahannya ;

Copy UU No. 5 Tahun 2004 ;

Copy UU No. 4 Tahun 2004 ;

Copy PERMA No. 1 Tahun 2004 ;

9. Copy Pasal 542 KUHPidana

10. Copy UU No. 32 Tahun 2004 ;

11. Copy UU No. 10 Tahun 2004 ;

12. Copy Surat Bupati No. §50/UM/522, tertanggal 17 April 2006

13. Copy Sural Kep. Bupati Kepulauan Riau No. 88//2004, tertanggal 4
Mei 2004 ;

14. Copy Surat Kep. Bupati Kepulauan Riau No. 192/V11/2004, tertanggal
19 Juli 2004 ;

@ NS ;s W
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Gopy 8urat Rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan Dan

Pariwisata No. HK.505/2/23/DPT.IVIKKP/04, tertanggal 15 Apri

16. Copy Surat lzin Usaha Kepariwisataan No. 02/PARN/2004,
tertanggal 4 Mei 2004 ;

17. Copy Surat Rekomendasi dari Badan Inteljen Negara (BIN) No, K-
/571112004, tertanggal 27 Februari 2004 ;

18. Copy Surat lzin Mabes POLRI ggq. BAINTELKAM No. Pol
SIYANMIN/741/X12004/BAINTELKAN,  tertanggal 9 Nopember
2004 ;

18. Copy Telaah atas PP No. § Tahun 1881 oleh Maria Farida Indriati S. ;

20. Copy Surat Persetujuan dari BKPM No, 26/V/PMA/2004, tertanggal 1

April 2004 ;
21, Copy Surat Persetujuan dari BKPM No., 75/BIAG/2004, tertanggal 27
April 2004 ;
22, Copy Surat dari BKPM No. 872/B.1/A.6/2004, tertanggal 12
Nopember 2004 ;
Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang
substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu
péru dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan
rmagih datam tenggang waktu yang ditedtukan dalam Peraturan Mahkamah
Agung No. 1 Tahun 2004 yaitu 180 hari sejak diberiakukannya PP No. 9
Tahun 1881 tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materil
diajukan pada tanggal 23 Juni 2006, sedangkan PP No. 9 Tahun 1981
bertaku sejak 28 Maret 2001, namun tentang hal ini Majeiis Hakim
barpendapat sebagai berikut ; -

1. Bahwa pada hakekatnya, ditinjau dari segi perba:n'dir{gan hukum
(comparative law study) baik dalam sistim hukum Civil Law (Eropah
Kontinental) rmaupun Cornmon Law (Anglo Saxon) tidak dikenal
adanys pembatasan waktu (limit) atas tanggang waktu untuk
mengajukan permohonan Judiclal Review terhadap peraturan yang
berlaky secara umum ;

2, Bahwa demikian pula ditinjau secara analogi dengan prosedur yang
berlaku di Mahkamah Konstitusi di Indonesia, juga tidak dikenal adanya
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pémbatasan tenggang wakiu -untuk mohon judicial review terhadap
produk. undang-undang, sehifigga dalam kenyataan ada psmbatalan
-Q-taﬁupufn permyataan tidak sah beberapa ketantuan undang-undang
yang beriakunya. sudah sejak beberapa tahun lalu ;
. Bahwa demikian pula ditinjau secara teoritis filosofis, suatu
pernbatasan terhadap hak sesedrang untuk mehggugat dengan
patasan tenggang waktu, pada hakekatnya merupakan pengurangan
Mak Asdsi Manusia dan kebebasan menggugat yang apabila hal itu
memang perlu diadakan maka haruslah dituangkan dalam suatu
Undang-undang dan Hukum Acara, dan bukannya dalam suatu bentuk
produk hukum yang lebih rendah daripada undang-undang, termasuk
juga tidak dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung .
. Bahwa ditinjau dari hukum positd, yaitu sumber hukum diakuinya
judicial review terhadap peraturan-peraturan dibawah derajat undang-
O'ﬁ'd'ang‘iahléﬁ Pésal:ll 11 ayat 2 huruf b Undang-undang Ne, 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan juga Pasal 31 dan Pasal 31
A Undang-undang No. § Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ternyata
memang tidak dicantumkan adanya pembatasan tenggang waktu untuk
mengajukan gugatan/permohonan judicial review ;
Pembatasan tenggang waktu 180 hart hanya muncul dalam suatu
Peraturan Mahkamah Agung, yaitu PERMA Nomor. 1 Tahun 2004
Pasal 2 ayat 4 sedangkan secara historis dalam PERMA asalnya
permulaan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 1993 sebetulnya tidak diatur
tentang pembatasan tenggang waktu pengajuan judicial review ;
Bahwa yang periu diperhatikan adalah akibat-akibat hukum yang terjadi
sebelum suatu peraturan dinyatakan tidak sah atau dibatalkan, yang
harus tetap dianggap berlaku demi kepastian hukum dan kepentingan
umurh, serta pinak ketiga yang harus dilihat secara kasuistis ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersébut, maka
Majelis berpendapat bahwa Hak Uji Materiil seharusnya tidak dibatasi oleh

tenggang waktu dalam kasus ini, permohonan Hak Uji Materiil tersebut

sacara formil dapat diterima, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan

pada pertimbangan hukum yang substansial materiil ;

Menimbang, bahwa sebelum memenuhi pertimbangan substansi

atau pokok perkara, maka dipandang perlu untuk mengkaji dan
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mampertimbangkan terlebin dahuly permasalahan apakah Pemohon
rhempunyal kualitas dan legal standing untuk mengajukan keberatan Hak

'U}| Materil a quo |

Menimbang, bahwa tentang permasalahan kualitas atau
standing tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa PT. Wisata
Hiburia sebagm sugtu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudukan di indonesia yang bergerak dalam
dunia hiburan, dan merupakan salah satu pihak yang mempunyai
kepentingaf (interest) langsung ya_ngﬁ turut merasakan dampak atas
keluarnya PP No. 9 tahun 1881 ter‘s.e.btit. sehingga Pemohon mempunyai
kualitas atau standing sebagai Pemohon dalam perkara/permohonan a

q'ltj.o;“ . e e .

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan

Hak Uji Materiil dalam perkara ini adalah PP No. § tahun 1981 tentang

Pelaksanaan Penertiban Perjudian sebagai Peraturan Pelaksanaan UU

No. 9 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana Peraturan

Pemerintah tarsebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi | '

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut diatas,

maka Mahkarmah Agung berpendapat sebagal berikut .

. Bahwa objek permohonan adalah PP No. 9 tahun 1981 tentang
Palaksanaan Penertiban Perjudian dan salah satu landasan Peraturan
Pemerintah tersebut adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian ;

- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang tersebut merubah Pasal
545 KUHPidana menjadi Pasal 303 bis KUHPidana yang sekarang
masih beriaku sebagal hukum positn‘

Pasal 303 bis ayat (2) berbunyl “Barang siapa turut main judi di Jalan
umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dtkunjungi
oleh umum; kecuali jika untuk mengadakan itu ada ljin dari penguasa
yang berwenang , | '
Dengan demikian Undang-undang No. 7 Tahun 1974 pada dasarnya
melarang segala bentuk perjudian kecuali ada ijin dari pihak yang
berwenang |

. Bahwa dengan diberlakukannya PP No. 9 Tahun 1981 sebagai
peraturan peiaksana dari Ungdang-undang No. 7 Tahun 1874, maka
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Pemoheh yang sudah mendapat ijin untuk membuka usaha sarana
dan prasarana hiburan/wisata termaspk didalamnya permainan
ketangkasan (vide lampiran/atat bukti P.20, P.21 dan P.22), hingga
saat inl belum dapat melaksanakan wsahanya, padahal ketentuan
Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 memberikan petuang untuk usaha tersebut ;

M.e-n-imbang_. bahwa dengan demikian ditinjau dari segi muatan
(hierarki} peraturan perundang-undangan, maka Undang-undang No. 7
Tahuh 1974 yang merupakan primary rule (primair) tidak dapat
dikesampingkan baik dalam bentuk menambah, men‘gurangi atau
membuat peraturan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perintah
undang-undang tersebut oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat sebagai
secondary rule (secondary) yaitu sebagaimana diatur dalam PP No. 8
Tahun 1881 ;

Menimbang, bahwa parlu diperhatikan bahwa yang diamanatkan
oleh bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1874 adalah :
"Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan
maksud Undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa pengertian "mengatur penertiban” bukanlah
berarti melarang mullak, tetapi menertibkan dalam arti mengatur tentang
antara lain mengenai :

1. Di wilayah mana terbatas yang masih dapat dimungkinkan adanya
perjudian atas dasar kepentingan yang lebih besar bagi Negara ;

2. Siapa-siapa warga Negara asing yang diijinkan untuk memasuki
wilayah-wilayah itu ;

3. 'Spntuk-b.entqk pgrjpdian- yang bagaimana yang masih dapat diijinkan :

4.‘ Ba'éllaimané ‘dia_t.u'r-me-kanisme ketat untuk mengawasi pelaksanaannya
dan apa sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada para pelanggar-
nya ;

5. dan laih-lain ;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kehilangan hakikat atau
jiwa Esprit de la loi ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 beserta
suasana kebatinan (geistiichen hintergrund) daripadanya, maka Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1981 khususnya pasal 1 dan Pasal 2 harusiah
segera dicabut dan dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku ;

Menimbang tentang petitum ke 4 yaitu tentang ijin-ijin dari
instansi resmi dan penguasa yang berwenang, Majelis berpendapat bahwa
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sekalipln memang benar dall hukum yang berbunyi bahwa suatu

Keputusan Pejsbat herus tetap dianggap sah selama belum dibuktikan

‘sebaliknya (Asas presumptio justae causa atau Asas praduga keabsahan),

namun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutusnya adalah

Peradilan Tata Usaha Negara sebab menyangkut suatu Keput-usan"

Pejabat atau Tata Usaha Negara, dan bukannya menjadi kewenangan Hak

uii Materiil oleh Mahkamah Agung dalam prosedur perkara Hak UJi Materiil

ini

Sehingga karenanya permochonan sepanjang tenlang petitum ke 4 ini

harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Meénimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas maka permohonan sebagian dapat dikabulkan yaitu
pehturn 1 s/d 3 sedangkan petitum gugatan poin 4 bukan kewenangan
Mahkamah Agung sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka biaya perkara/permohonan ini dibebankan kepada plhak Pemerintah
Republik Indonesia ;

Memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR No.
I/MPR/2000, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. §
Tahun 2004 dan Peraturan Mahkamah Agung Ri. No. 1 Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1, Mengabulkan Pérmohonan Pernohon : PT. WISATA HIBURIA untuk
sebagian ;

2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyail kekuatan hukum lagi |
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1881 khususnya Pasal 1 dan 2
tentang Pe!aksanaan Penertiban Perjudian beserta penjelasannya ;

3. Memermtahkan PemermtahIPresxden untuk mencabut Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tersebut ;

4, Mennyalakan permohonan Pemohon selebihnya lidak dapat
diterima ;

5. Menghukum pihak Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul
dalam permohonan ini sekesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
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Demikianiah  diputuskan dalam rapat g;'ernwsyawar-ai-én
Mahkarnah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2008 oleh Prof.
DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Matikamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Prof. DR. Mughsan, SH, dan M. Imam Subechi, SM. MH.
Hakim-Hakim Agung sebagal Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada har itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Siboro, SH., MH.
Panitera Penggant! dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua
ttd./ Prof. DR. Muchsan, SH. ttd./
ftd./ H. Imam Subechi, SH. MH, Prof. DR. Paulus £, Lotulung, SH.
Biaya-bigva : Panitera Pengganti ;
1. Metera | ...ocvrrvienn, Rp.  6.000.-  tdd/ Abdul Siboro, SH. MH.
2. Redaksi,.............. Rp. 1.000,-
3, Administrasi HUM........... Rp. 9893.000.- Untuk salinan
Jumiah ..o, Rp. 1.000.000,- MAMKAMAH AGUNG - R,
Ssm==zzzsss a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

B S20000
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